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Sumber: Survei LSI, 20-28 Januari 2025

Sumber, Survei Indikator, 16-21 Januari 2025

SURVEI KEPUASAN KINERJA

Sumber: Survei Litbang Kompas, 4-10 Januari 2025

79,3%

81,4%
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“Agar seluruh jajaran Pemerintahan (Pusat 
dan Daerah) melakukan

penghematan, efisiensi agar tidak ada biaya
yang dihambur-hamburkan.

Seluruh Anggaran yang bersumber dari
negara harus ditujukan untuk

kesejahteraan rakyat, semua pihak harus
berfokus pada kepentingan

rakyat.”

Arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional 
Pemerintah Pusat dan Daerah

7 November 2024
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“Efisiensi APBN dan APBD sesuai Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2025 diharapkan dapat mendorong
efisiensi belanja birokrasi dan mendukung belanja

produktif untuk dapat fokus pada prioritas nasional
seperti makan bergizi gratis dan ketahanan

pangan/energi, sehingga berdampak positif pada 
pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan

nasional”
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EFISIENSI K/L (Rp 256,1 T)



EFISIENSI TKD (Rp 50,6 T)
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Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:
1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian,

studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar / focus group
discussion.

2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh
persen).

3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan
besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden
mengenai Standar Harga Satuan Regional.

4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki
output yang terukur.

5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan
publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah
atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran
sebelumnya.

6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk
uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/ Lembaga.

7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang
bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA huruf b.

EFISIENSI APBD



TANTANGAN KAPASITAS FISKAL DAERAH

31% Pemerintah Daerah memiliki Rasio Kapasitas Fsikal
Daerah dengan Kategori Rendah (2024)
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“Penghematan APBD akan menambah fiscal 
space pemerintah daerah yang dapat

digunakan untuk menutup kebutuhan akibat
efisiensi TKD dan sekaligus dapat dimanfaatkan

Kepala Daerah terpilih untuk mendukung
program dalam visi & misi nya”
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Efisiensi TKD Rp 50,6 T tidak mengurangi manfaat yang akan diterima oleh masyarakat, karena hasil efisiensi
akan digunakan untuk kegiatan prioritas pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
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CATATAN EFISIENSI APBD

Penghematan APBD menjadi momentum bagi Pemda untuk memperbaiki kualitas belanja yang lebih
produktif, tepat sasaran dan efisien.

Formulasi TKD telah ada keberpihakan untuk Daerah Tertinggal, daerah kepulauan (memberikan bobot luas
wilayah laut). Disamping itu memprioritaskan daerah 3T sebagai lokpri DAK Fisik.

Pencadangan TKD dilakukan selaras dengan kondisi perekonomian dan kapasitas fiskal daerah, terdapat
korelasi positif antara indeks ekonomi dan kapasitas fiskal dengan besaran TKD yang dicadangkan.

Efisisensi tidak hanya dilakukan terhadap TKD namun juga terhadap belanja K/L. Efisiensi belanja K/L lebih
besar (22,1%) dibandingkan dengan TKD (5,5%)



“Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang
mempersiapkan Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri tentang Petunjuk/ Pedoman
Pelaksanaan Efisiensi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah”
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Penyusunan
Rancangan Awal RPJMD

Februari 2025
*Sejak kepala daerah

dan wakil kepala
daerah dilantik

1

Penyusunan
Rancangan RPJMD

April 2025

2

Musrenbang RPJMD

April 2025
*Paling Lambat 75 Hari 

Sejak kepala daerah dan 
wakil kepala daerah dilantik

3Penyusunan
Rancangan Akhir RPJMD

Mei 2025

4

Juli  2025
*Paling Lambat 5 

Bulan Sejak kepala
daerah dan wakil 

kepala daerah dilantik

Agustus 2025
Paling Lambat 6 Bulan 
Sejak kepala daerah

dan wakil kepala
daerah dilantik

Evaluasi RanPerda tentang RPJMD 
oleh Kemendagri

5

Penetapan Perda
Tentang RPJMD

6

*Berdasarkan Tahapan Penyusunan RPJMD
dalam Permendagri 86 Tahun 2017

TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD TAHUN 2025-2029KEMENTERIAN DALAM NEGERI
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PASAL 316

1. Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran anggaran antarunit organisasi,
antarkegiatan, dan antarjenis belanja;

c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;

d. keadaan darurat; dan/atau
e. keadaan luar biasa.

2. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan
luar biasa. (estimasi kenaikan dan penurunan penerimaan
dan/atau pengeluaran > 50%)
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Lanjutan. . . . .

PASAL 317

1. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan
APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD
untuk memperoleh persetujuan bersama.

2. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang
perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan berakhir.

3. Apabila DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan
bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda
tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan
pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran
berjalan.

4. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan
setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
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Pasal 161 PP 12/2019

Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi
dasar perubahan APBD

Pemerintah Daerah menyusun laporan
realisasi semester pertama APBD dan
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit
organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar
jenis belanja;

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran
berjalan;

d. keadaan darurat; dan/atau
e. keadaan luar biasa.

Laporan dimaksud disampaikan
kepada DPRD paling lambat pada
akhir bulan Juli tahun anggaran
berkenaan.

Kemendagri_RIkemendagri.go.id Kemendagri Kemendagri 22

DASAR PERUBAHAN APBD
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PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS 



INFRASTRUKTUR
PERTANIAN

LITBANG DAN 
PENYULUHAN

SERTIFIKAT  KUALITAS 
DAN  TEKNOLOGI

INVESTASI  KUR   
LEGALITAS

STRATEGI EKOSISTEM SATUAN PELAYANAN
SUPERAPPS
E-CATALOG, 
MONITORING, E-
PAYMENT

PENYERAPAN
TENAGA KERJA

NKV/ISO 22000
HALAL/ HACCP

ALSINTAN

SARPRAS
DAN PENDUKUNG LAIN

TENAGA KERJA

PETANI,PETERNAK, 
NELAYAN

POKTANI/
GAPOKTANI

RMU DESA

Produksi Karbohidrat, 
protein, sayuran, buah & 

susu

SIRKULAR 
EKONOMI

BUMDES & Koperasi

SATUAN PELAYANAN

Food Waste 
Management

• Program ini mencakup lebih dari 83.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia,
menciptakan kelompok usaha kecil dan pemerataan ekonomi. Belanja pemerintah
difokuskan hingga tingkat desa untuk memperkuat ekonomi lokal.

• Program ini juga mendorong kemitraan antara industri besar dan kelompok usaha
masyarakt. Investasi difokuskan pada BUMDES dan Koperasi Desa sebagai pusat
pengolahan hasil petani, peternak, dan nelayan. Dukungan pemodalan dari Bank
BUMN melalui KUR semakin memperkuat peran BUMDES dan Koperasi Desa
dalam pengembangan ekonomi pedesaan

Program ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan
terhadap pencapaian agenda nasional, khususnya dalam
perbaikan gizi anak, ibu hamil, dan menyusui serta dalam upaya
pengentasan kemiskinan ekstrem.

Logistik & Pengiriman

Sirkulasi Ekonomi Desa (CEV) menjadi blueprint bagi
narasi pembangunan ekonomi dan lingkungan di
tingkat desa. Program ini berpotensi menciptakan
lapangan kerja baru di berbagai sektor, seperti
pertanian, energi terbarukan, logistik, dan pengolahan
makanan.

BALITA & IBU HAMIL
ANAK SEKOLAH & SANTRIIndustri Kecil 

Pupuk Organik
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CHANGE

COMFORT 
ZONE

ALTRUISMEGOISM

MATRIK INOVASI
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TERIMA KASIH
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